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SALINAN  

PUTUSAN 

Nomor  1419/Pdt.G/2022/PA.Gs 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara:  

Pemohon, umur 40 tahun,  agama Islam,  pendidikan SMA, pekerjaan  

Swasta (PT FJM), tempat tinggal di Jalan Pegangsalan, 

RT.004, RW.002, Desa Pegangsalan,  KecamatanKalitengah, 

Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" 

MELAWAN 

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jl.RA.Kartini 2 No.33, 

RT.004, RW.005, Kelurahan Sidomoro,  Kecamatan Kebomas, 

Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

  

Pengadilan Agama tersebut;    

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;   

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi 

dimuka persidangan;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa  Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 

2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 

1419/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada 

tanggal  03 September 2006, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; sebagaimana 

Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/9/IX/2006, tanggal 04 September 2006; 

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon 

berstatus perawan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal 

bersama  terakhir di rumah orang tua Pemohon dengan alamat di 

Pegangsalan, RT.004, RW.002, Desa Pegangsalan,  

KecamatanKalitengah, Kabupaten Lamongan; selama 1 bulan; 

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah 

melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 

anak bernama : Aditya Ainur Rohman, lahir di Gresik, tanggal 30-09-2014 

(umur  8 tahun), sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon; 

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan 

harmonis, namun sejak bulan bulan Desember 2020 rumah tangga 

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan karena :  

Termohon suka berbohong masalah hutang; 

- Termohon  orangnya tidak jujur; 

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan 

Maret 2021 yang lalu; yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang 

tuanya sendiri dengan alamat Jl.RA.Kartini 2 No.33, RT.004, RW.005, 

Kelurahan Sidomoro,  Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; hingga 

sampai sekarang berpisah selama 1 tahun 4 bulan; 

7. Bahwa selama pisah tersebut; Pemohon masih bertemu Termohon waktu 

mengantarkan anaknya ke rumah orang tua Termohon; 

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan 

jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-

baik, melibatkan keluarga Pemohon dan melibatkan  keluarga Termohon; 

namun tidak berhasil; 

9. Bahwa Pemohon menghendaki hak asuh anak yang bernama : Aditya Ainur 

Rohman, lahir di Gresik, tanggal 30-09-2014 (umur  8 tahun); diberikan 

pada Pemohon, karena selama ini Pemohon yang memcukupi kebutuhan 

anak tersebut; 

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa 

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon 

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon; 

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam 

perkara ini.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini 

berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama  

Gresik; 

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Aditya Ainur Rohman, lahir di 

Gresik, tanggal 30-09-2014 (umur  8 tahun); diberikan kepada Pemohon; 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR: 

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

 

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, 

Pemohon dan  Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis 

Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil; 

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan  

Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan 

dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 02 

Agustus 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;  

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang 

isinya tetap dipertahankan oleh  Pemohon;    

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan 

jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil 

permohonan Pemohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan 

telah mengajukan bukti berupa: 

A. SURAT: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3524200408820003, yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah 

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 569/9/IX/2006, tanggal 04 September 

2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Gresik Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan 

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi tanda (P.2); 

B. SAKSI: 

1 . Kristin Umamik binti Kaster, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, alamat di No. 188 RT. 004 RW. 005 Gadukan, Kecamatan 

Gadukan, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi 

adalah kakak Pemohon; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan 

menceraikan Termohon; 

- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami 

isteri, dan dikaruniai 1 anak bernama Aditya Ainur Rohman, sekarang 

anak tersebut dalam asuhan Pemohon; 

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon 

dalam keadaan baik-baik saja; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ayah yang bertanggungjawab 

terhadap anaknya; 

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

awalnya  rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu 

diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon  

orangnya tidak jujur, dan Termohon suka berbohong masalah hutang;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, 

kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih; 

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi 

nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi; 

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, 

namun tidak berhasil; 

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi; 

2 . Darwanto bin Dahlan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, 

alamat di No. 188 RT. 004 RW. 005 Gadukan, Kecamatan Gadukan, Kota 

Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi 

adalah kakak ipar Pemohon; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan 

menceraikan Termohon; 

- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami 

isteri, dan dikaruniai 1 anak bernama Aditya Ainur Rohman, sekarang 

anak tersebut dalam asuhan Pemohon; 

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon 

dalam keadaan baik-baik saja; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ayah yang bertanggungjawab 

terhadap anaknya; 

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

awalnya  rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu 

diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon  

orangnya tidak jujur, dan Termohon suka berbohong masalah hutang;  

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, 

kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih; 

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi 

nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi; 

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, 

namun tidak berhasil; 

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti berupa apapun, meskipun 

majelis telah memberikan kesempatan; 

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada 

jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan; 

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka 

ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari putusan ini;   

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas;   

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang 

dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  beserta penjelasannya, maka perkara 

a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;  

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan 

Termohon pada tanggal 03 September 2006, sebagaimana kutipan akta nikah 

Nomor 569/9/IX/2006 tanggal 04 September 2006, dan perkawinan tersebut 

hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai 

legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para 

pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 

2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., 

Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 02 Agustus 2022, yang 

menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal; 

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa 

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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perselisihan  dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berbohong 

masalah hutang, dan Termohon  orangnya tidak jujur; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon 

telah memberikan jawaban  yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan 

telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, 

penyebabnya seperti yang didalilkan oleh  Pemohon;  

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui 

dalil tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak 

berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan 

alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah 

perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan 

(personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken 

recht), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam 

perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan 

dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya 

kebohongan besar (de grote langen) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis 

Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi 

keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 

76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan 

bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang 

akadnya mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kokoh/kuat); 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang 

saksi, masing-masing bernama: Kristin Umamik binti Kaster dan Darwanto 

bin Dahlan; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang 

berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
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1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 

tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan 

aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai 

pembuktian yang sempurna dan mengikat  sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 

1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti 

yang sah dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan 

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara 

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan Termohon  orangnya tidak jujur, dan 

Termohon suka berbohong masalah hutang, bahwa antara Pemohon dengan 

Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, dan sejak itu 

diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi 

sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha 

mendamaikan mereka, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon 

didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan 

keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-

saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan 

Pasal 172 HlR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi 

Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil 

kesaksian, maka keterangan saksi-saksi  tersebut merupakan alat bukti yang 

mempunyai nilai pembuktian; 

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan 

demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil -dalil bantahannya, 

karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan 

Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, serta keterangan para saksi, maka 

diperoleh fakta sebagai berikut:  

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang 

sah, (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak bernama Aditya Ainur Rohman, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No.1419/Pdt.G/2022/PA.Gs.  9  

lahir pada tanggal 30 September 2014 (umur  8 tahun), sekarang anak 

tersebut dalam asuhan Pemohon; 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, 

diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus 

menerus yang disebabkan Termohon  orangnya tidak jujur, dan Termohon 

suka berbohong masalah hutang; 

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi 

pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang 

berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan ; 

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak 

pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah 

tangga; 

- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh -

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan 

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar 

diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan 

dipertimbangkan sebagai berikut; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai 

Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mempunyai rasa saling 

mencintai, setia dan saling menghormati,  dimana rasa saling mencintai, hormat 

menghormati  dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan 

yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri 

dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 

1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);  

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara 

perceraian bukanlah ”matri monial guilt” tetapi ”broken marriage” (pecahnya 

rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan 

mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan 

dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah 

mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon 
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dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana 

terurai dalam fakta di atas, antara lain  antara  Pemohon dan  Termohon telah 

berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan berturut-turut dan selama 

pisah tersebut antara  Pemohon dan  Termohon sudah tidak ada hubungan lagi 

layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah 

berusaha mendamikan  Pemohon dan  Termohon agar rukun lagi dalam rumah 

tangganya, tetapi tidak berhasil,  maka patut dinilai rumah tangga  Pemohon 

dan  Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;  

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri  yang dalam Al 

Qur’an disebut dengan ”miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)” dengan 

tujuan untuk  membentuk  rumah  tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana 

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga 

yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al -

qur’an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

        Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan 

tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon;  

        Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang 

demikian tidak dapat dipertahankan lagi, jika rumah tangga yang demikian ini 

dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan bukan hanya bagi 

Pemohon tetapi juga bagi Termohon, karena itu perkawinan yang demikian ini 

lebih maslahah diakhiri dengan perceraian,  agar masing-masing pihak dapat 

dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;  

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu 

mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang 

berbunyi:  
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Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya 

Allah  Maha  Mendengar lagi Maha Mengetahui”;    

         Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan 

Pemohon telah  terbukti dan memenuhi  alasan perceraian  sebagaimana 

dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,  oleh karenanya petitum 

angka 2 permohonan Pemohon  patut dikabulkan;  

Tentang hak hadhonah: 

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon menuntut agar 

anak bernama Aditya Ainur Rohman, lahir pada tanggal 30 September 2014 

(umur  8 tahun), berada dalam asuhan Pemohon; 

Men imbang, bahwa terhadap permohonan  Pemohon  tersebu t, 

Termohon  dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan hak hadhonah 

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi yang menerangkan bahwa anak 

tersebut dalam kondisi baik dan sehat wal-afiat, maka secara formil  dan  

materi i l  telah  memenuh i syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat 

bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, 

maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan dan 

dalil permohonan hak hadhonah, yang menyatakan bahwa Pemohon dapat 

merawat anak tersebut dengan baik; 

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah 

memperoleh fakta bahwa selama ini anak bernama Aditya Ainur Rohman, lahir 

pada tanggal 30 September 2014 (umur  8 tahun), saat ini kondisinya sudah 

cukup baik. Dengan demikian Majelis bependapat bahwa pada dasarnya 

selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon telah cukup 

mendapatkan perawatan dan perhatian yang positif, berada dalam lingkungan 
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pendidikan agama serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai -nilai 

agama guna pemenuhan kebutuhan asasinya;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, 

maka Majelis berkesimpu lan  bahwa Pemohon  telah  dapat meneguhkan  

alasan  dan  dal i l  permohonannya, hal mana anak tersebut kenyataannya 

berada dalam keadaan tenang dan merasa damai sepanjang hari, tidak ada 

indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak;  

Menimbang, bahwa tujuan hak hadlanah/ pemeliharaan anak seperti 

diatur dalam Pasal. 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo 

Pasal. 156 huruf (c) Kompilasi Hokum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa 

apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban  

memelihara dan  mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan  

kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang 

bersangkutan; 

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 ten tang Perl indungan  Anak yang secara tegas 

menen tukan bahwa penyelenggaraan  perl indungan  anak berasaskan  

Pancasi la dan  Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-­prinsip 

dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang melipu ti  asas: (a) 

nondiskriminasi, (b) kepen tingan  yang terbaik bagi anak, (c) hak 

un tuk h idup, kelangsungan  h idup dan  perkembangan , (d) 

penghargaan  terhadap pendapat anak. Oleh  karena i tu  Majel is 

berpendapat bahwa hak orang tua untuk memelihara anak harus diletakkan 

dalam kerangka mengedapankan  kepen tingan  anak, atau  dengan  kata 

lain  apabila diketemukan  alasan  kuat bahwa seorang anak lebih 

memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, 

maka  hak pengasuhan anak/ hadlanah dapat diletakkan  dalam pemeliharaan/ 

pengasuhan bapak; 

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 dinyatakan  bahwa "Perl indungan  Anak bertu juan  un tuk 

men jamin  terpenuh inya hak anak­anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan  
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martabat kemanusiaan , serta mendapat perl indungan  dari kekerasan  

dan  diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 

mulia, dan sejahtera";  

Men imbang, bahwa dari pertimbangan  hukum tersebu t di atas, 

majel is berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/ 

pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan 

kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan  

kondisi pemegang hak hadlanah  yang dapat merugikan  kepen tingan  

dan  kesejahteraan serta membahayakan rohani/ kejiwaan anak harus 

dihindarkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, 

maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama Aditya Ainur 

Rohman, lahir pada tanggal 30 September 2014 (umur  8 tahun), yang dalam 

asuhan  Pemohon  masih  dapat tumbuh  dan  berkembang sesuai 

dengan  kebu tuhan  asasi bagi anak dimaksud, oleh  karena i tu  

permohonan  Pemohon  ten tang pemeliharaan  anak/ hadlanah  terhadap 

anak tersebut, patut dikabulkan;  

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan 

antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Pemohon harus 

memberi keleluasaan kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan 

kasih saksingnya kepada anak tersebut, yang kesemuanya dimaksudkan untuk 

kepentingan anak itu sendiri; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;  

Mengingat, ketentuan hukum syar’i dan pasal-pasal perundang-undangan 

yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama 

Gresik; 

3. Menetapkan anak bernama Aditya Ainur Rohman, lahir pada tanggal 30 

September 2014 (umur  8 tahun), berada di bawah hadhanah Pemohon 

(Pemohon); 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  

Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah); 

 

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan 

tanggal 11 Muharam 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, S.HI.,S.H. 

sebagai Ketua Majelis, SUDILIHARTI, S.HI. dan M.KAMARUDDIN AMRI, S.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, 

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  Pemohon dan 

Termohon. 

 

Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

  

Ttd. Ttd. 

  

SUDILIHARTI, S.HI. Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, S.HI.,S.H. 

  

Ttd.  

  

M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.  

 

Panitera Pengganti, 

 

Ttd. 
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ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H. 

 

Perincian Biaya Perkara: 

Pendaftaran Rp 30.000,00 Untuk Salinan 

Biaya Proses  Rp 75.000,00 Pengadilan Agama Gresik 

Panggilan Rp 290.000,00 Panitera, 

PNBP Panggilan Rp 20.000,00  

Redaksi Rp 10.000,00  

Meterai Rp 10.000,00 Drs. H. DULLOH, S.H., M.H. 

Jumlah  Rp 435.000,00  

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)  
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